
iwr

I

illenimbarrg

,\,lengingat

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBENNUI1 LAMPSNG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHITUNGA DASAR PEI{CENAAN PA.'AN KEI{DARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALTK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERII UR LAMPUNG,

bah\ua untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2021 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
tian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2O21, Perlu
menetapliarr Perattrran Gubernur tentang Penghitungan Dasar
Pcngenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kcndaraan Bermotor Tahun 2021 ;

I

l. Undang-Undang Nomor l4 Tahun 1964 tentar':g PeneEpan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I

l-ampung dengan merrgubah Undang-undang Nomor 25
Tahun 1959 lentang Pembentukan Daerah TinSkat I

Sumatere Selatan {Lembaran Negara Republik Indonesia
'lahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-undang (kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688):

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lem baran
Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5025) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nornor l1 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembararr
Negara Republik lndonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang !{omor 28 Tahun 2009 tent:rng pajak
Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara nipuUtit<
lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan t-embari,n
Negara Republik l;rdonesia Nomor 5049) sebagaimana
telah diubah dcngan UndenB-Undang Nomor I i Tahrrn
2020 renta-ng Cipra Kerja {Lrmbaran Negara Republik
lndonesia 'l'alrurr 2020 Nomor 215, Tambaf,an f_"rnt"ro.,
Negara ltel)Ublrk tndonesia Nornor 65731:
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5. Undang'Unclang Nomor )3 Tirhun 201i l( r)r;rnq
" ;;;;;h;. " D"e"h (lrmtraran Ncgara Rtpulrhl'

i"-.ir"""iu itttrn 2014 Nomor 224' Tambahan ['emb:rr;rtt
'r.i.'tii"-'n.prrrf if. lndonegia Nomor 5587): sebagaimana

,.riit, 
- ii,lun bebcrapa kali teralhir dengatt

iird^rg-ii"a""g Nomor il rahun 2O2O tentang cipt;t

[ei;'il;Lar; Neeara Republik ln(loff sra l"nll-3:i:
No-oi Z+S, Tambahan l.embaran Negara Krptrr)rrx

Indonesia Nomor 6573);

,-). Perattlran Pemerintah Nomor 9l 'Iahun 2010- tcnt:tng'- i..i"- p":J Daerah vans Dipuns-ut . tstt9-1"il,i:1i
e"n"t p.tt X.p.fa Daerah arau Diba-vT Sendin oleh \tualrD

paiak iirmharan Negara Repubiik tndonesia Tahun 2Olrl

N#ror' 153. Tambahan l-embaran Ncgara Heptttrltx

lndo,resia Nomor 5 I 79);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 201'1 tentang' 
n"*fr,^. Jalan (Lenrbaran Negara Reprrblik lnd-oncsta

i"firt zo rq Nomcr 260' ?ambahan l'embaran ileP,at a

Republik lndonesia Nomor 55941:

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 'lahun 2016 tenlang

Ketentuan Umum darr Tata Cara Pemungutan Pajak

6."-rah_if-*Uton Negara Republik lndonesia Tah!n 2ol 6

Nomor 244, Tambahan Lemb:rran Negara Repunlrh

Indonesia Nomor 5950);

9. Peratulan Presiden Nomor 5 Tahun 2(rl5 tenlang-' 
Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manuntgal Satu

ai"i f.ii.o." Bermotor (tembaran Negara. Republik
Indouesia Ta}un 2015 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara RePublik lndonesia Nomor 6);

lO. Peraturan Pr€siden Nomor 55 Tahun 2019 tentang
Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis

Baterai (Bat ery Etecnic VehiclQ Untuk Transportast 'la,lan
(Lrmbaran Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun 201o

Nomor 146);

ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2021

tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahrtrr
2021, (Beira Negara RePublik Indonesia Tahun 2021

Nornor 9lt

12. Peraiuran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 'l'ahtrn
2Ol1 tentang Pajak Daerah (hmbatan Daerah Provttrsi
Lampung Tahrtn 201I Nomor 3491 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 31 Tahun 2014 (kmbaran Daerah P:'ovinst
Lanrpung Tahun 2014 Nomor 3l);

13. Peraturar Daerah Provinsi lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan den Susunan Perangkat Daerah
Provinsi l,ampung (L€mbaran Daerah Provinsi Lar.rpung
Tahun 2019 Nomor 4);

14. Peraturarl Gtrbemur Lampung Nomor 40 Tahun 20l1
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provrnsr
Lampung Nomor 2 Tahun 20ll tentang Palak Daerth
Jenis Bea Balik Nama Kenclaraan Bermotor (BBNKBI,
(Berita Daerah Provinsi Lanrpung Tahun 20-l I NolqorJ,0li



Ntcmperhatikan

Menetapkan

15. Peraturan Gubernur LamPung Nonror 4l 'Iahun lttlt
' " i;;;;';;"rnjuk Peiaksanaan Peraturan [)aerai] Pr('vrnsl

H;;X;-i'l;;;r 2 rahun 2011 tentang Pajak Daerar'

.i"ii -pii.t 
Kendaraan Bermotor (PKBI' (Berita Daerah

iluin*i L-Prng Tahun 20 I I Nomor 4 I l:

Surat KePutusan Bersama Kepala l(epolisran 
-.R-enubliki;;;..i;,' Direktur Jenderal Pemerintahan Irmunr. 'ran

ii,i""*f-'O."*ft dan Direktur Utama PT Jasa Raharya

iP"*;;;i Nomor : Skep/06 lxltsgg' Nomor 973-1228' .llii''
Sx"pTbilxTlsss tenLng Pedornan Tata Laksana srsrem

eJ"ii"i"o""i Manunggal di Bawah Satu Atap {SAMSAT)

ili#''p"."tui*, su7.t r"tta" Nomor Kenda'raan Bermotor'

;;;i' iil; cota r"ndttatn Bermotor' dan Pemungutan

p.joii x""a"o"n Bermotor, Be1. B$ik N,?ii,-,1^tljt1T"
g"".*oto. s€rta Sumbar.gan Wajib Dana Kecelakaan taru

Lintas.lalan:

i

i

MEMIIIUSKAIT:

PERATT'RAI GUBERIYI'R TEITTAITG PEITGHITI'NGAN
peJm pencpneen PAJAK KEI{DAnAAN BERJlloroR DAN

ipa prr,rx IIAMA KEI{DARAAU BERMoToR TAllul{ 2021'

BA8 I
XEfENTUAIT I'MINI

Peral I
Dalam Peraturan Gubernur ini' I ang dimaksud dengan:

1 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintalr Pro''insi Lampurrg

2. Gubernur adalah Gube'nur Lampun8,.

3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung.

4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yant digunakan di semua jenis
jalan darat dan digeraklan oleh peralatan teknik berupa
motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi urrt.rk
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi
tenaga gerak kenda.raan bermotor yang bersangkutarr.
serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air

5. Kendaraan Bermotor Angkutan lJmum adalah setiap
kendaraan yan3 memiliki izin penyelenggaraan angkutan
umum barang dan/atau orang dengan dipungut ba-\'ararr
_vang bergerak dibidang jasa angkutan untuk kepcntingan
um\rm yan8 menggunakan plat dasar ivalra kuning.

6. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Raterai (Bfln('r-U
Electrb Vehicle) varg selarrjurnva disebut KBL Berh;rsrs
Baterai adalah kendaraan larrg digerakan dengan [1or()r
Listrik dan urendapatkan pasokan sumlter daya !enirga
listrik dari Barerai secara langsung rtr Kerrdaraan maupun
:lari luar.
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7. Pajak liendaraan Bcnlrotor tanB selanjutnya disingkat l'Kts adalah pajak al;ts
kepemilikan dalr/atau penguasaan Kendaraan [.]ermotor.

8. Bea Balik Nama Kendaraatt Bermotor yang selanjutn!'a disrngkat BIJN-Kt''
adalah pajak atas penyerahan hak mitik Kendaraan Bermolor sebagai akibirt
perjanjian dua pihak atarr perbuatan sepihak atau keadaan yang tcqa'lt
karena jual beli, tukar menukar, hibah, rvarisan, atau pemasukan kc dalarn
badan usaha.

9. Kendaraan B€rmotor Ubah Bcntuk adalah kendaraan bermotor \ang
mengalami perubahan teknis atau fungsi dan/atau penggunaannya.

10. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selsnju tnya disingkat NJKB, adalah
Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bernlotor.

11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnla disebut N'jKEl
Ubah Bentuk, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor
yang mengalami perubahan teknis dan/atau perrggunaanya.

12. HarSa Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalai harSa rata-rala
yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

13. Tahun Pembuatan adatah tahun perakitan dan/atau tahun yanS drtetapkan

e berdasarkan registrasi dan identilikasi oleh pihak berwenang.
- 14. Umut Rangka/Borly adalah umur Kendaraan Bermotor di air lang dihftung

dari Tahun Pembuatan.

15. Umur [totor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dar i

Tahun Pembuatan.

16. Iuasa Ttansisi adalah periode yang berlaku sejak Tan8gal I .ranuan 2022
sampai deng,an diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Neged tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Bairk
Nama Kendaraan Bermotor terbaru.

17. Hari adalah hari keda.

a
(1)

(21

(3)

(4)

BAA lI
OII'EK DAI{ SUE'EK PA'AI( BEXDARAAII BERIUOTOR

DAX EEA BALIB f,IIMA KEITDANANT BERUOTOR

P.t.l 2

Objek PKts merupakan kepemilikan dan/atau peltguasaan Kendaraan
Bermotor.

Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan
Bermotor.

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) terdiri dari:
a. Kendaraan Bermotor yant dioperasikan di atasjalan de.rat: dan
b. Kendaraan Bermotor,vang dioperasikan di air.
Kendaraan Bennotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana
dinaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hurufa, terdiri atas:

a. mobil p€numpang yang metiputi sedan, jeep dan minibus;
b. mobil bus yang meliputi mrcrobus dan bus;
c. mobil baran8 yang metiputi blind uan, pirk tqt. litfltt tnlcl tnr.,\ ,lirll

sejenisnya;

d. mobil roda tiga;

e. sepeda motor mda dur: dan
f. sepcda mot r ro(la tiga meliputi sepeda m.rtor roda tiga penumpanB (lar)

sepda motor roda tiga harang.
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BA'B lll
PEIIGHITUTTCAX DAN PEITE?APAI{

DASAR PENGEI{AAIT PI(B DAJ{ BBI{.TB

Baghn Kc$tu
Ponghltungett Datar Pcngenaan PqJrtr Kcndenrn Bermotor yeag Dloperaelkan

Dl rt.t Jab.n Der.t
Psrel 4

(1) Penghitungan dasar pengenaan pKB dilakukan rerha.tap jenis l(endaraan
Bermotor sebagaimana Cimel<sud dalam pasal 2 ayat (3) hurr.ia dan a""-at (.11

(2) Penghitungan dasar perrgenaan pKB sebagaimana .limaksud pada ayar {ll
berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
a. NJKB; dan

.7 b. bobot vang mencermrnkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan /arau- pencemaran Imgkungan akibat penggunlan Kendaraan Bermotor.

P.gl 5
(l) I{JKB sebagaimana drmeksud dalam pasal 4 ?}.at (2) huruf a, ditetapkanLrerdasarkan HpU atas Kendaraan Bermotor piaa .ir,gg, pertama bulan

Desember Tahun 2020.
(2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (U, ditete.pkan dengan ketentuan:a. dal,am hal dipcroleh harga koson& NJKB ditetapkan s€b€lur.1 dikenakanpajak pertanbanan nilai; dan

P..rl 3
(l) Subjek PKB vaitu orarrg pribadi atau Badan yang memiliki dan/atatr

mengtasai Kendaraan Bermotor.
(2) Subjek Pajak BBNKB ,vaitu orang pribadi atau Badan yang dapat menerima

penverahan Kendaraan Be.rmotor.

b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebclum dikenakan palakpertambahan nitai, pKB dan BBNKB.
(3) NJKB sebagaimana dimaksuo pada ayat

BBNKB.
(2), drjadikan dasar pengenaan

I p.trl 5
NJKB Ubah Bentuk sebasai da-sar pengenaan pKB dan BBNKB ditetapkanLerdasarkan hasil penjumlahan NJKB d;n;;-rudi i'uJuiir, u"ntrx.

(l) Bobot sebagaimana 0,.*J.i1 
:tj:=, 4 a'at (2) huruf b, dinyatakandaram koefisien yang nilainya l (saru) sampai d"r;;; i;i lsarrr koma tigal(2) Koelisien sebagaimana dimaksud pada ayat l. -"';.,;,:" ''a. mobil roda riga. *d:-.T:.., ;"';;;:""";eda mctor roda rira

frUfi;t"* 
o., sepFda motor roda tiea u"r;;g n,iliti'*n"i"n sama dengin

b. sedsn nilfli koetisien sar
c. ieep darr-irriur" ,.,iui ll1tlgan 1'025 (satu koma nol dua puluh timal:

puluhl; l(oellsien sama dengan I,050 (satu koma no: limad. blind uan, pick up de.t

- 
koma.nol-delap"" prl.hI;;|s nilai koefisien sama dengan I,085 {sarue. bus nilai koefigien sama; ffi 'ffi f ['ff l"Tt].*I,iil i,:Iffi I;TLT],;.H.,,. 

( sa, u kon, a
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(3) Penentuan koefisien sebagaimana oimakcud pada ayqt {2), didasarkan pir(i.r
nilai batas tolerans. atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan
dalam penggunaan Kendaraan Bermotor

Perd E

NJKB dan IUKB ubah bentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, tercanrum
dalam lampiran I dan Il yang merupakan bagian tidak terpisrhkan dari perarura:,
Cubemur ini.

Panl 9
Dalar, hal Pbk Up, Blind tan, Double Cabin, Light Truck.
Tmctor He,1d masih berbentuk chasiss, dasar pengenaa.,
ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

7'ruck, Tronton dan
PKB dan BBNKB

Pard 1O
(ll iiJIP ubah bentuk sebagai dasar penghitungan pKB dan BBN-KB ditctapkan

berdar.arkan hasil penjun:lahan Nlka Jengarinilai jual ubah Lentuk.

-(2) NJKB dan -nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimal<sud pada a_vat { I )- tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II peraturan Gubemui ini.
(3) Kendaraan Bermotor -v g melakukan BBN-KB ke dua atau BBN Second maka

biaya Balik Nama Ubah Bentuknya akan diakumulasikan dengan Bia).a BBN
Second:ya.

(41 Ketentuan lebih lanjut rnengenai NJKB dan nilai jual ubah bentuk unrul
Kendaraan Bermftor pemtruatan sebelurn tahun 2O2i diatur Cengan [)erarrrran
Gubernur.

Psrd 1f
(ll Dasar pengenaan pKB t agi- k€ndaraan ya-ng mengalamt penggantlan n,estnditetaplan sarna dengan s€trllah mcngalami fnggan-tian mesin.
(2) Dasar Pengenaan tarif ABN.hB bagi kendaraan bermoror ).ang mcngal;imrpenSgantian mesin untuk_Foda- 2. (dua) sebesar 15,,o {lima belas f"r""n1l nn,i,l.iJfi 

r:,.i'!:.TJ,:3,,1,f ffi li,:,:i,1iT"_:"J:"?,,#; jl-llnl:li,;
mesin ker,daraan bern:otor b€rdasarkan faktur atau f.*itr""r.

Perel 12
(l) Dalarn hal Gubemur belum rnereapkan penghittrngan dasar p€ngenaan pKIlda1 BBN-KB, Kepala Radan renoipatai 6;;;T;p"?-.enetapkan dasarpengenaan pKB dar BBN-KB untuk ktndaraan U..rnr#, 

'

a. Jenis, merek dan tipe yang 
_belum tercantum dalam Lampiran rlantambahan r.a,,piran peraturan C, b., "r; i.i, l";;;f","n,uu.,,l) untuk tahun pembuatar. 2021:

"J dalam hal diperoleh harga kosong lolf the roadl, nilai jualnraditellpkan ser.elum dikenika. p"j;i #r;;;ili,rir,a ; o"nb) dalam hal <tiperoleh harga_isi 
-(on 

rhe roa@, nilai jualnya rlitetapliansebetum dikenakan pajak penambah"" ,;i.i pti.6;;n,. oetu-x t,2l untuk talun pembuatan lebih .tua, Dtlat jualn\a (,ttet pLa,,
ff 

'H":T:l,:;Y"i"T JiL:" .-"' u"ni i n gt'on ;i''i".",,i.," r.,, p",,,rn dari negara produsen t ang sanla



7

i) Jenis, tncrek dan tipe yang telah tcrcantum dalam Lampiran PcrTturan

Gubcrour ini, delrgan ketentuan:

Iluntuktahunpembuatanlebihbaru,nitaijualn},a-ditetapkandengirtl
" ;H;;il;; ;;;t'""i'it;lii'u p'i"'n1 sitiap'tahun dari nilai juar

tahun sebelumnYa;

2)untuktahunpembuatanlebihtua,ni|aijualnyaditetapkan'' ;:tl#*rt;""iff-'j"rl-,hun pembuatan terakhir sebagaimara

iir.t pr."" i"r"- Lampiran Peratuian Gubernur ini dengan penurLlnan

*J"i'-"r 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal Pcnurunan ')

iffi;ft;si.il ;i"t-i u".a,i.a-iGl' HPu tttt"o dengan membandingkatr

ffi;l Iie;i.-";P;, isi silinder, dan tahun pcmbuatan dari nesara atau

daerah produsen Yang sama;

3) nilai jual kendaraan untuk tahun lebih tua atau

Tahun 1975, dasar pcnetaPannya a'dalah tahun 1975; d
sama dellgan

.r 11

t

o

4) nilaijual sebagaitnana dimaksud pada hurufb angka 2 tidak sama atau

melebihi PenetaPan ;tai l;J *il"' pembuatan. ierakhir sebagaimana

ditetapkan dalam l,ampiran Peraturan Gubernur rnr'

(2) Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KE scbagaimana -dimaksud 
pada avt.rt iIi

ditetapkan dengan surat 
' K;;;;;;;" 

-iti"r" aua^" Pendapatan Dacrah

Provinsi lamPttng.

Plr.f 13

(l) Tarif Dartar PenBenaan PKB Kendaraan Bermotor ditetaPkan sebagai berikut:

a. Untuk Kcndaraan Bcrmotor Angkutan Umum Orang yang mcmenuhi

Dersvaratan ""U"g"i "nlkt;t"n 
oring sebesar I o/o (sa-t'r persen) diki'likan

56v" tigt puluh frscn) drkalikan Dasar Pengcnaan PKB:

b.UnrukKendaraanBermotorAngkutanUmulnBarangyangmemenuhj- ;;yaratan siuagai angkutan biang scbcsar lolo (satu perseo) dikalikan

OOVJlen"m pt tutr p.tsc") aikat:t<a" Dasar Pcngenaan PKB;

c.UntukKcndaraanBermotorPribadisebesarl,5olo(satukotnalimapersen)
dikalikan Dasar Pengenaan PKB; dan

d. Untuk Kendaraan Bermotor Ambulans (swasta dan perorangan)' Pc'madam

Kebak;rran (swasta dan P€roranBan), Mobil Pelayanan Kebersihan (s*asta

datr pcrorangaa), Sosial Keagamaan, Lcmbaga Sosial dan Keagamaan'

Peme rintah, 
'insta:rsi 

Pemerintah sebesar O,5olo (nol koma Iima pcrscnr

dikalikan Dasar Pcngenaarr PKB.

(21 Tarif l)asar Pr:ngenaan BBN-KB Kendaraan Be:motor ditetapkan sebagai

bcrikut:
a. Tarif BBN-PIB atas Penye'ahan Pertama:

t. untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang liang menlenLlhr
p€rsyar^tan sebagai anglo)tan orang sebesar 7,5olo (tujuh kom.r iinra
persen) dikalika:: 300/0 (tiga puluh persen) dikalikan NJKBI

2. untuk l(endaraan Rcrmotor Angkutan Umrrtn Barang yang mcmcnuhi
persyaratax sebagai angkutan barang sebesar 7,5o/o (tujuh konra lima
perscn) dikalikan 6oolo (enam puluh pcrsen) di!(alikan NJKB;

3. unruk Kenderaan Bermotor Pribadi Roda 4 (empat) scbes.rr 12,59,(' ((iu.r
belgs koma lima persen) dikalikan NJKB;

4. rrntuk Kendaraan Bermotor Pribadi Roda 2 (dua) dan Roda 3 {tiga) scrra
Mobil Penumpang Roda 3 (tiga) sebesar l5o/o (lima belas pcrscnt
dikalikan NJKB;
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5.urtukKendaraanBermctorAmbulans(swastadalrpcrLritt't{'l(rli}
Pemldamt(ebakaran(swastadanpcrorangan),Sosiai(eagirm.t.trt'
Ler,baga Sosial dan 

'iti;;;;'" 
Pe merintah' lnstat''si Pemt rintah R'xi'r

+ i""tittl ""U"*.r. 
t i,i'"'" (rlua belas komn lima pcrsen) dtk'rlrk"tr

NJKB; dan

6. untuk Kcndaraan Ecrmotor Sosial Keagamaan' - Lcmblga Sosial rlatr
" i;;.;,i;;; F.."tinuii, r"itansi Pcmcrintah Roca 2 (dua) dan Rod;r -r

itlerj- ".t," 
' 
f,aoUit t'etnrmfeng Rodr 3 (tiga| sebesar l5-q; (lima b.l'rs

Pcrs€n) dikalikan NJI(B-

b. Tarif BBN-tiB atas Peni'€rahan Kedua dan seterusnya:

luntukKendaraanBermotorAnSkutanUmumorangyangmcmt,nttlri- 
p"i,y"r",tr, 

"trrug"i 
*gk"Ln o;ng s€besar lvo (satu persen) dikahk;rn

SOeJ6iga puluh persen) dikahkan NJKB;

2.unrukKendaraanEermotorAngkutanUmumBarangyangmemenuhi- 
!.r"y"rat"t ".u.g.i-'ungkut 

t'" balang- se!9.s.11 I o/o (satu persln)

aihiit tt 60olo (enam Puluh pcrsel, dikalikan NJKB;

3. untuk Kendaraan Bcrmotor Pribadi Roda 2 (dua)' Roda 3 (tiBa) dan 4

(empat) sebcsar l% (satu Pcrscn) dikalikan NJKB;

4.untukKendaraanBermotorRoda2(dua),Roda3(tiga)dan4(empat|
untuk Mutasi Luar Daerah Provinsi Scbesar 07o (nol persen); dan

S.untukKcndaraanBcrmotorRoda2(dua)'Roda3(tiga)'Roda.4(emPatl
dan Mobil Pcnumpang Roda 3 (tiga) untuk Kendaraan Tajkan atau

Jipif,tf. t"tig.t"" scbc-sar 0,5oZo (nol-koma lima Perser' dikalikan NJKB

Paaal 14

Peng€naan PKB untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebagai berikut

lll Kendaraan Pribadi unruk orang atau barang ditetapkan sebesar 1,59" lsalu
''' i.r*"I-" p.i".") a .rrir."" ldo/o (sepuluh persen) dari Dasar Pengeraan PKB

(DPPKB);
l2t iiendaraan umum untuk orang ditetaPkan sebesar 1olo (satu perser) dikalikar'

lO% (sePuluh pcrsen) d:rri Dasar Pcngenaan PKB..(DPPKB);

tgt iinaarian umum untuk angkutrn barang- ditetaPkan sebesar lo'' lsatu
'-' ;;;;d JLt'it"" 10% (sepuluh pcrsen) dari Dasar Pengenaan PKB (DPPkBl:

dan
(4) Untuk kenrlaraan Bermotor Ambulans (swasta dan Pcrorangan}' P:mad;im
' ' r.i"L"*" tsq'asta dan perorangan), Mobil Petayanan Kebersihan ls$'ir rita dan

".-ont-f , Sosial Keagamaan' l,cmbaga Sosial dan Keagamaan' Pemer intah'
ii"turr"ip.-".i"tah ditetapkan sebcsar 0,596 (nol koma lima persen) dikalikan
10% (seputuh persen) dari Dasar Pengenaan PKB (DPPKB)'

Paesl 15

Pengenaan BBNKB untuk KBL Prrbasis Batcrai ditetapkan scbagai berikutr

a. Tarif BBN-KB atas Penyeraian Pertama:

1. untrk Kendaraan Bcrmotor Angkrttan Umum Orang seb€sar 7,59/o (truuh
kor.ra lima persen) dikalikan f0% (sepuluh persen) dikalikan NJKB;

2. untuk Kendaraan Bermotsr Angkutan Umum Barang sebesar 7,59ir {ttrjuh
koma lima persen) dikalikan l0o/o (scpuluh Persen) dikalikan NJKB;

3. untuk Kendaraan B.rmotor Pribadi Roda 4 (empat) sebesar 12,5";, (duir
belas koma lima persen) dikalikan l0% (sepuluh persenl dikalikan N.IKB;

4. untuk K.nc'araan Bermotor Pribadl Roda 2 (dual dan Roda 3 (tic.r) \cri.:
mobil Pcnumpang Roda 3 (tiga) sebesar I So/. {lima belas per:en) drkalrkirrr
! 0olo (sepuluh persen) drkalikan NJKB;
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b

S. untuk Kcndaraan Bermotor Ambulans (swasta dan perorrrngan)' PemadnIn

Kebakaran (swasta d''n p*"tl'"gi"i' tti"uil Pclayanin Kebcrsrhan ls'r''\''

dan peroransan), s""'ur xl"-gtiluil' .lfmbaci: -::::1]. 1'" 
Kc'rq'rn''' r11'

pemcrintah, tnstansi t .m.rinl'"tr Roda 4 (enrpat| sebesar l2'5"/n {clua ir' l rs

koma lima pcrsenl dikalil(an'i'oil i"tp"'"ri neisen) dikalikan N'IKB: dan

6. untuk Kendaraan Bcrmotor Sosial KeaS'rmaai' J:f!t*" Sosral (l'rn

"['J;;;;;',;;"g'::ll'{te'litf 
":i',tA'tfl 

,"':,::i.i]:ll
serta Mobil PcnumPang I'
il;;iil;;1-o"/"l;.puluh-persenl dikalikan NJKB'

Tarif BBN-KB atas Penyerahan kedua:

l. untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum O-rang sebesar l%' (satu

' p.t*,,) iii"riran lo% (gcp;lt'h frsen) dikalikan NJKB;

2. untuk Kendaraan ll€rmotor Angkutan Umum Ba-ra-n'g sebesar I 0'6 {satu
' ;;;i;,i;;iii.;" t0% (sepuluh 

-pcrsen) dikalikan NJKB;

3. untuk Ketrdrtraan Bermotor Pribadi Roda 1 ("TP:]L scbesar I 0/6 {saru

" i.tJ"f aii.,irir.an I oozo {sepuluh Fersen) dikaiikan NJKB;

4. untuk Ker:daraan Bernlctor Pribadi Roda 2 (dua1 darr.Roda 3 (tiga) sclrt:srtt

lolo(sa'uFcrsen}dikalrr:antovo(sepuluhpcrsen}dikalli(anNJKB;
5. untuk Kendaraan Bennotor Ambulans !"y3tlu.du" peroran8lan)' l)emndam

Kebal;aran (swasta dan p"ti^iitt'f' rt'itUil Pclalanan (ebersihan (s$asta

i'ri- p.t"t.iie".f , st"i"i 
-itts;'aan 

' Lrmbaga sosial dan Keagamaan'

Pcnrerintah, tr,"t.rr"i pt-ti"']t?f ii"Ji a ittpitl "ebesar 
I o/o (satu Persen)

iit"rii*" ib"a (sepuluh P€rsen) dikalikan NJKB; dan

6.untukKendaraanBermotorsosiall(cagamaar],-Ler.nbacaSos;u.ldan
Kcapitmaan, Pemerintah, i""i*i i"rnta"oh R:9:.2 (dual dan Roda (trtlar

ffi:"ilffiii';;;i'ri-e'IfiiA-itig'l sebesar lolu (satu Persen) dikarl:an

ioy. (""p"t"t, persjn; dlkalikan t'l'txB'

t

O

Plid 16

, pemadam kebakaran, dan Pe

Tentara Nasional lndonesra,(l) PenBenaan PKB ambulans
milik Pcmcrintah Pusat,
Reoublik Indonesia, dan

layanan kebersrhan

pemerintah daerah ditetaPkan
Kepolisiun Negara

seb€sar 0o/o (nol

pcrsen).
(2) iengenaan BBNKR ambulans, pemadam kcbakaran dan Pelayanan kebcrstl:'rt:

'-' *-i'ii-- e.rn"tiotah pusat' Tintara Nasional Indonesia' Kepolisian Ntgara

ii"r"Ufif. lndonesia, dan pemerintahan daerah ditetaPkan oolo (nol persenl dart

dasa,r Pengenaan BBNKB'
Patd l7

Pembcrian Insentif sebaBaimana diattrr dalam Pasal 13' Pasal 14' dan Pasal 15

i"i"i'-aiilar"" apahita telah meme'ruhi Persyarabn sesuai peralrtran

pen:ndang-undangan Yang berlaku'

Baglaa Kodua

Pclghrtu,lseDr.*',T,1;:H,rJ:,1?*"'"BcrEotorvaBs

Paul 18

(1) Penghrtungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk ,icndaraan B(rrn(rr.()i'' ' 
yarrg dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 a1'at 131 lrLirtrf
L, aitctaptan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/ body dan nilar -tual
motor PenBBe rak Kencaraan Bermotor di air



ln

{2) Nilai :ual untu}i X"ndaraan Bermotor }'ang dioperasikan di air sebagarman,r
dimaksud pada ayat (l), ditelapkan berdasarkar HPU atas suatu kendaraan
Bermotor.*-ang dioperasikan di air pada min88u pertama bulan Desernlrr
Tahun 2020.

(j) Nilai jual rangka/ body Kendaraan Bermotor yang dioperasikan tlt atr
sebagaimane dimaksud pada ayat (l) dibedakan menurut jer'is, isi kotor
(GT/ gross tonndge) antara GT 5 sampei dengan GT 7, fungsi, rian umur
rangka/ body.

(al Nilai jual motor freng8c-ak Kendaraan Bermotor -t'ang di,rperasikan dt atr
sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dibedakan menur'lt daya kuda (horse
pouei dan umur molor.

(t)

a
(2)

a

Pud 19

Nilai jual rangka/bod1' Kendaraan Bermotor ).,ang dioperasikan (:i air
s€bageinana dimaksud dalam Pasal l5 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis
bahan konstruksi rangka/ body, meliputi:

a. !<ayu;

b. serat, liber, karet, dan sejenisnya; dan

c. besi, baja, /erroceme , dan sejcnisnya.

Penggunaar Kendaraan Bermotor yang diopera8ikan di air dikelompokkan
berdasarkan fungsi:

a. angkutan penunlp€ng dan/atau barang;

b. penangkap ikan;

c. p€ngerukan; dan

d. pesiur, olahrrrga atau rekreasi

Pual 2O

NJKB yang diope'asikan di ai: sebagaimana dimaksud dalam Pasal l8 a]'ar {ll.
dijadikan dasar pcngenaan IKB dan BBI,IKB untuk Kendaraan Bermotor rang
dioperasikan di Air.

BrEtrtr Kctiga

Pcnghltungan Deler Pcngcoern PeJek Kcndrnan Yeng B?lurn Trrerntum
Drht! hmplnn Pcraturen Gubcrnur

Perel 2l
(l) Penghit lntan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermoror.

Tahun Pembuatan 2021 vang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya yang belum
tercantum dalam Lampilan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh
Gubemur.

(2) Dalam hal Mer^teri belum menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan
pengenaan PKB dan BBN-KB, maka Gubernur dapat menetapkan NJHII
sebagai dasar penghitungan pengcrraan PKB dan BBN-KB rlcngan
mernpedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal S a\at {21.

(3) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor ridak diketahui, NJKB dapar
ditentukan berdasarkan srbagian atau seluruh faktor-faktor;
a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/ntau satuitn rcr.rg.r

yang sama;



b. irarga Kendaraarr Bern.otor untuk umum atau pribadi:
c. harga l(endaraan f]ermo{or dengan merek ker,daraan her.motor vang sanr;t.
d. harga {e.daraarr Bermotor dengan 1'rhun pr.'rrbuatan Kenrlara{n Bcr rn.rr,r

J'aitg sama;

e. harga Kendaraan Betmotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor:
f. harga Kendaraan Bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan rr.rpor

Barang.
(4) Gubernur dapat menetapkan dasar pengcnaan pKB dan BBN_KB atas keretagindeng atau tempel dan tambahan ataJselisih NJKB ganti mesin -vang lrelurrr

tercantum dalam Lampiran peraturan Gubemur ini.

Pud22
Dasar pengenaen PKB dan BBNKB selxg:imana dimal:sud daram pasar 2r.
F:[I: f--q.t dengan dite.'apkrnnyo p"n-ghitrnj"n-J.".i-p.ng"n"an pKB danBBNKB olch Menteri sebagaimana dimaksud-dalarn- pasal 2l .

a BAB rv
I(ETEITTUAIT LAIIT.LAIr

Perel 23

9_u!9_Tl. menetapl€n NJKB sebegai dasar penghitungan pengenaan pKR danBBNKB bagi kendaraan b.rmotor yang masuk melalui karvasan perdaganganbebas dan pelabuhan bebas 
- 

se-suai aenjan f"r"n,u.n per.aruran
perunCangan-undangan.

Peral 24
{l) Khusus untuk kendaraan yang akun melakukan proses Mutasi antar daerahmaupun ke luar provinsi Lampung di$ajibkan untuk melunasi pajak

Kendaraan Bermotor sebanyak t sampai deigan 3 (tiga) bulan seja-k jaiuh
tempo pajak.

J',ffi ir'I:l';1"ff";T'".['J#1il"H?:j"*1$i:,-0"gil:i,,:i,_,"PKB di iaerah tujuan.
(3) Bagi kcndaraan mutasi masuk yang masa pajaknya telah habis dan strrar

keterar: gan fiskal, telah jatuh tempo, mal<a di-berlakukan ketentuan beru papcmbayaran pajalt terhurant (pokok dan tungtakan paja,.k) beserta Jen6a
fiskal.

(4) Surat keterangan Fiskal {iberikan setelah Najib pajak melu lasi senlu:r
kewajiban pajakn!a.

(5) untuk kendaraan Baru 
'ang 

telah merampaui masa berlakun'a faktur maiiapenetapalt pajak Kenda,aan Bermotom).a memperltitungkan jumlah t,trllrn
vang tertunggak.

Pclrl 25
Dalaro masa transisi Badan pendapatan Daerah provinsi Lampung diberikankewenangirn :leh Gubernur Lampung untuk menetapkan ri:ai iu"r*xenrtara,,.,
Bcrmotor Talrurr F?mtruatan 2022, yang r,kan diatul i"'uii rrniut d"l.;-.s,i;;;;Keputusan Krpal,a Badan pendapatan Daera,h provinsi L";;;"8.



Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, lreraturan Gubernur l-ampung
Nonror 29 Tahun 2020 t€ntang Penghitungan Dasar Pcntenaan Pajak Kendaraan
Elcrmotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2O2O, dicabut dan
din-l"atakan tidak berlaku.

BAB TV

XETENTUAI{ PEITUTT'P

Pa6ql 26

P.tal 27
Peraturan Gubeirur ini mulai b€rlaku pada tanSgal <tiundangkan.
Agar setiap or&ng mengetahuin]'a, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan p€nempatann)a dalam Berita Daerah provinsi Lampung.

t2

LAMPUNG,

a

o

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 9l'laret 2O2l

GUBERIYUR LAMPI.,NG,

ARINAL DJUNAIDI

ttd

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal l7

SEKRET

2021

ttd

h&rRrzAL DARlrnrro
Salinan sesuai asJ.inva

Plt. aIPAI.A BrBo suirur-
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